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WALl KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURANDAERAHKOTATOMOHON
NOMOR 5 TAHUN2024

TENTANG

ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH
TAHUNANGGARAN2025

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALlKOTATOMOHON,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 ten tang
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota
Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201~ tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan .Lembaran
Negara Republik Indonesia ~()E}or 6322); I / .. ,- -."
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Lampiran I : Peraturan Daerah

Nomor : 05 Tahun 2024

Tanggal : 31 Desember 2024

KOTA TOMOHON
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 92.350.549.000,00

4.1.01 Pajak Daerah 55.125.589.000,00

4.1.02 Retribusi Daerah 30.266.145.000,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.800.000.000,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 3.158.815.000,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 614.685.219.841,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 599.788.516.000,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 14.896.703.841,00

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 10.638.434.000,00

4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 10.638.434.000,00

Jumlah Pendapatan 717.674.202.841,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 605.699.928.675,25

5.1.01 Belanja Pegawai 309.022.981.699,55

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 270.716.453.249,32

5.1.03 Belanja Bunga 6.088.658.250,00

5.1.05 Belanja Hibah 15.521.834.853,38

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4.350.000.623,00

5.2 BELANJA MODAL 91.781.867.304,75

5.2.01 Belanja Modal Tanah 150.000.000,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.586.918.222,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.387.039.004,75

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 59.513.771.403,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.144.138.675,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 9.492.406.861,00

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 9.492.406.861,00

Jumlah Belanja 706.974.202.841,00

Total Surplus/(Defisit) 10.700.000.000,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 10.000.000.000,00

Halaman 1



KODE URAIAN JUMLAH(RpI

2 3

6.1.01 Sisa Lebih Pertlitungan Anggaran Tahun SebeIumnya 10.000.000.000,00

6.2 PENGELUARAN PeIlBlAYAAN 20.700.000.000,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 4.000.000.000,00

6.2..03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang JaIuh Tempo 16.700.000.000.00

10.000.000.000,00Jumlllh P~n Pemblllyun

Jumlllh Pengeluaran """"'_n

6.3 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SIlPA)

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK


